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bahwa dalam raﬂgka pencapasan grand si'fazfegy Kepolisian
Negara Republiik Indonesia dan upaya mendukung program
akselerasi transformasi ‘menuju Kepolisian Negara Repubiik
Indonesia yang manditi, profesional dan dipercaya serta guna
menmgkatkan kemampuan = dan keferampilan personel
Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan adanva
pelatahan,

ba_hwa unts,ék mencapai kemampuan dan keterampilan personel
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang optimal, diperiukan
pedoman penyelenggaraan pelatihan internal Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau kerja sama dengan instansi kain
baik da§am negeri maupun iuar negeri;

balwa berdasarkan peri:smbangam sebagalmana dimaksud pada
huruf a dan huref b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia tantang Penyelenggaraan
Pelatinan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomor 4910);

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN .....
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PER&WRAN_: KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
... TENTANG. PENYELENGGARAAN. . PELATIHAN . - KEPOLISIAN .. NEGARA .-

REPUBLIK INDONESIA. -
HETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnva disingkat Polri adalah
alat negara vang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.

2. Kesatuan adalah satuan kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat
kewilayahan sebagai penyelengara pelatihan.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah instansi atau dinas/badan
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
yang mendapat alokasi anggaran DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIPA.

4, Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk
memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan
mefode yang lebih mengutamakan prakisk agar mahir atau terbissa untuk
melakukan sesuatu tugas atau pekeriaan.

5. Peserta pelatihan adalah pegawai negeri pada Polri, instansi lain dan masyarakat
umum pengemban tugas fungsi kepolisian vang memperoleh pengetahuan
secara teknis dan taktis dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan serta
keterampilan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

6. Direktif pelatihan adalah kebijakan pelatihan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan
Kapclda yang berisikan petunjuk umum tentang penyelenggaraan  suatu
pelatihan,

7. Rencana Garis Besar yang selanjutnya disebut RGB adaiah suatu produi
perencanaan pelatinan secara garis besar vang memuat tujuan, sasaran, materi
dan anggaran pelatihan.

8. Rencana Pelatihan yang selanjutnya disebut Reniat adalah suatu produk tertulis
yang memuat atau berisikan rincian kegiatan pelatihan vang disusun oleh
kesatuan tingkat pusat, kewilayahan dan fungsi.

9. Pengendalian .....
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13,
14.

i5.
16.

i7.

18.

20,

21,

: .".Pemerda%uan Peiatshaﬁ aciaiah upaya keguataw untuk nemeiihara arah/gerak ;

an - 35’pengenda§ian

' :Peiatlhaﬂ bersama adalah keglatan pela%:shan yang dnselenggarakan o!eh Polri
. bersama instansi di luar Polri baik ‘di. dalam._maupun di luar negeri daiam
_____rangka mencapal kompetensn tertentu yang dltetapkan be#sama e

'Pe!atshan mtm adaiah pe!atahan yang d:selenggarakan sepan;gang %:ahun dalam

rangka mencapai targei: kampetensu yang diharapkan

Pe%at;han khusus adaiah peiatlhan yang dlselenggarakan dalam rangka
memberskan kemampuan khusus kepada perorangan, fungsi dan kesatuan
guna mangantasmass s:tua51 dan sasaran yang spesnf k.

?elatshan pemmngan adaiah kegiatan pe&atihan untuk  membentuk
kemampuan dan keterampﬂan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap
anggota Polri,

Pelatihan fungsi adalah pelatihan vang dilaksanakan untuk memelihara dan
meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pela%uhan kesatuan adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh antar fungsi
dalam organisas Polri baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang
dimiliki seseorang sebagal syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.

Kurikuium adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi
dan bashan pelajaran serta cara vyang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan di
lingkungan Polri.

Rangka Pelajaran Pokok yang selanjutnya disingkat RPP adalah kumpulan mata
pelajaran/pelatinan yang di latihkan untuk memenuhi standar kompetensi
lulusan,

Silabus adalah penjabaran atau uraian materi palajaran vang tercantum dalam
RPP untuk mewujudkan kompetensi vang dirumuskan dalam tujuan pelatihan
dan standar kompetensi iulusan,

Bahan Ajarflatih yang selanjutnva disebut Hanjar/Latih adalah  materi
pengetahuan dan/atau keterampilan vang dipliih dan disusun untuk pemberian
pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.

22, Maskah .....

untuk mencapai.-. R



e 22 '-""'-""3.Naskah Gad;kjwszmktw ada?ah maa.an pﬁﬁgetahua"i dan/atau kemramp;!an e EERRL

".'-::__yang d;susun dan dztandatangam oleh ‘gadik/instrukiur - untuic: pemberian_"_
ajar dalam rangka pencapaian tu;uan kempetens tertentu _

‘-’penga%aman bele

I. ; -Naskah Sekoéa adaiah has:i pemngkatan status daﬂ naskah seko%ah sementara .

. melalui proses pengkajzan oleh tim. Polga » Lemdikiat ‘Poiri. dan pembma fungss :
- imstans& terkait Sﬁrta dntandataﬂgam c!eh Ka%emd:k%at Po%rg Co s

250 """""_afa.lat mstmks; anjutnya dlsmgkat A%ms adaiah """ a Iat a%:au benda yang
D dsgunakan dalam proses pembeiagaran untulk. memperiancar peserta peiat;han
agar lebih mudah dalam menerima dan memahaml mateﬂ pe%a}araﬂ, sehmgga

memsiiki kompetenss yang dlharapkan

26. Aiai: pena!ong mstmksn se!amutnya disingkat Alongins -adalah alat atau benda
e yang dxgunakan untuk membantu atau menciong penggw‘aaan alins.

27, Sertif‘ kat pelatihan adalah surat atau keterangan berupa pernyataan tertulis
‘atau tercetak yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan sebagai lembaga
yang berwenang, vang dapat azg&nakan sebagai bukli dari suatu kegiatan
secara otentik,

28, Pengamanan pelatihan adalah usaha kegiatan dan pekeriaan vang dilaksanakan
secara terencana dan terarah dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi
yang kondusif agar pelatian dapat berjalan aman dan lancar,

29. Desain pelatinan adalah persiapan mengajar yang harus dibuat/disiapkan
oleh pelatih (tim) setiap akan mengajar sesuai dengan kompetensi yang
harus dicapal.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan palatihan Polri guna
meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel di lingkungan Poiri,

Pasal 3
Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelatihan ini meliputi:

a. legalitas, yaitu pelatinan yang dilaksanakan memounval dasar hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum;

b. akuntabilitas .......




L ;ftrampas‘ansaf yaﬁ:u '
__i___':daﬁ terbuka R

aézum@i‘s&é&t@&, yaii:u s&"iap kegzatan daﬂ hasn akmr dan keglatan ﬁeiat;haﬂ harus '
~ dapat dtpeﬁ:anggungjawabkan kepada masyarakai: atau rakyat sebagai pemegang
__-_j__kedauiatan teﬁ:mggl negafa sesuai dengaﬂ ice%:entuan peraturan pemndang-_ _

;-humams, vazm pﬁﬁaﬁhan VBHQ. d;éakukaﬂ senant!asa memperhatzkan aspek.

penghsnnatan, perimdungan dan meﬂgun]ung tmggi hak asasi manusaa, -

b@mngka@ yastu penyeienggaraan pelatzhan dl!akukan sesuaa tmgka%:an

| ___'.kempe%ensa guna mendapatkan kua%ztas hasil. yang maksma!

:Ssertahap, yaatu penyeienggaraan peiatehan dengan memperhat&kan tahapan

yang telah dﬁ:entukan guna dapat terukur; dan

b@ﬁanjut yaitu penya!enggaraan pelatihan dilakukan secara terus menerus guna

‘mencapai . profesionalisme vang lebih tinggl atau sebanding dari kebutuhan

pe!ayanan yang dibutuhkan

Bosal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

oo

p

o

jenis pelatihan;

manajeman pelatihan;

kemponen pelatihan;

sertifikat pelatihan;

pengamanan pelatihan;

pangawasan, pengendalian, dan evaiuasi; dan

pembiayaan.
BAB IL
JENIS PELATIHAN

Pasal B

Jenis Pefatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdini dari;

a,

b.

peiatihan ruting dan

pelatihan khusus.
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“pasal 6

P;é%ati.hfaﬁ _iiut_i_n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

b pelathankesaandan
Pasal 7

{1} Pelatihan perprangan sebagalmana dimaksud déiam Pasal 6 huruf a, bertujuan

untuk “membentuk, memelihara serta meningkatkan kemampuan dan
keterampilan perorangan.

(2) Pelatihan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. dasar: dan

b. lanjutan.

Pasal 8

Pelatihar perorangan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar vang harus
dimiiiki oleh setiap anggota Poiri.

Pasal ©

Pelatihan perorangan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b
merupakan pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan dan keterampilan dasar perorangan vang telah dimiliki sesuai dengan
fungsi yang diembannya.

Basal 10

(1)  Pelatihan kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertujuan
untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan kemampuan antar fungsi di
tingkat kesatuan pusat maupun wilayah, sesuai dengan bidang tugasnva.

{2) Pelatihan kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdisi dari:
a. dasar: dan

b. lanjutan,

Pasal 11 ...




?a@aﬁ ﬁ.

: -_f'_Pe%atlhan kesatuan dasar s&bagaimana dfmaksud dalam Pasai 10 ayat (2) huruf a

“o e pertujuan untuk membentuk, -memelihara, E{amampuan dan keteramp«;%an dasar yang hams
__"_d;msiﬁuﬁ%ehsetaapkesawanw" Smmn i S ) b

- ?e!atzhan kesatuan Ban]utan sebagasmana d:maksud da?am Pasa§ }G ayat (2) huruf b

. _merupakan peiatahan yunbuk memeilhara, ‘meningkatkan - dan mengembangkan

_-kemampuan dan keterampﬂan kesa‘tuan yang teéah éimal;ki

(1) - Peﬁatthan fungss sebagaimana dzmaksud dalam. Pasal 6 huruf c, merupakan
pelatihan vang diselenggarakan oleh masmg-masmg fungsi pada tingkat pusat
maupun wﬂayah sesuai kebutuhan

(2} Pelatihan fungs sebagaumana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. operasional Kepo_iisian;
b. pembinaan Kepolisian; dan
c. pendukung,

Pasal 14

Pelatihan fungsi operasional Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf a, merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
operasional Keg:m!#smn, vaitu fungsi:

bimbingan masyarakat (bimmas); dan

a. intelifen dan keamanan (intelkam);
b. reserse kriminai;

c. samapta;

d. lalu lintas;

e.

f.

narkoba.
Paszl 15

Pelatihan fungsi pembinaan Kepolisian sebagsimana dimaksud dalam Passt 13 ayat
(2} huruf b, merupakan pelatihan vang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
bidang pembinaan kepolisian, antara lain:

a. personel;

b. logistik;
¢. kevangan .....
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on oo

keuangan; Lo

s lfPeiatuhan}_fungm g}endukung sabagasmana dimaksud da!am Pasal 13 ayat (2) huruf G
- merupakan  pelatihan yang. dstu;ukan untuk: men;ngkatkan kemampuaa pentﬁukung
e éam di Iuar fungsu opemssorzai dm pemhmaan antara iam : _ -

‘& "';dentﬁf“ Kasi;

o _iabﬂrai:awum fﬁﬁ‘ens;k

b
| c : :-kedokteran dan kesehatan dan
d

E ps;kologl

Pasaﬁ M

.- _' Peiatihan khusus sebagalmana dimaksud da§am Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
Ca pelatlhan pra operasi;

peaatuhan bra tugas;
pe iatshan kontinjensi; dan
pelatihan bersama.

Pasal 18

Pelatihan pra operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diselenggarakan
sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi untuk
meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan takiis operasi, melatih
prosedur, koordinasi, dan kerja sama.

Paszl 19

Pelatihan pra tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diselenggarakan
untuk mendapatkan kemampuan tertentu bagi personel yang dipersiapkan untuk
melaksanakan tugas tertentu selain operasi kepolisian, baik di dalam maupun di luar
negeri,

Pasal 20

Pelatihan kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢, diselenggarakan
baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan vang dipersiapkan untuk
mengantisipasi kejadian vang secara mendadak dikarenakan adanva gangguan baik
karena faldor alam maupun manusia yang kejadiannya sulit atau tidek dapat
diperkirakan sebelumnya,

Pasal 21 ...




Pasﬁ 23;

?a!atxi’aan bersama sebaga mana dsmaksud pada Pasal 17 humf d bertu;uan.

;-_-'tugas ersama'dengan mst :sl_%:erkalt bal da!am 'aupun ?uar neger; S

-:.uni:uk:memngkatkan kmrdmas: kerja sama.dan prosedur dalam me%aksanakan R s

2 _.'_'f?elatihan bersama sabagaumana pada a‘{at w dalaksanakan sieh kesatuan ?oiri;.f;--

o kewn!ayahan

3 Pe?ai‘:man barsama deﬂgan plhak %uas' negen sebagazmana dzmaksud pada ayat
_(2}, du aksaﬂakan seaﬁaa daﬁgan ketentuan ‘peraturan perundaﬁgmundangan '

@as&i 22

Pe!atlhan bes‘sama sebagalmana d:maksud dalam Pasal 21 diselenggarakan atas dasar
saling menguntungkan dan didukung oleh nota kesepahaman kerja sama

- (Memorandum of Understanding).

BAB I1I
MANAJEMEN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Bazal 223

Manajemen pelatihan di lingkungan Polri dilaksanakan melaiui tahap:
a perencanaan;

b. pengorganisasian;

. pelaksanaan; dan

d. pengendalian.

Bagian Kedua
Parencanaan

Pasal 24

Tahap perencanaan pelstihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a
dilaksanakan oleh kesatuan penyelenggara pelatihan sesuai tingkatannya, vaitu pada
tingkat:

a. pusat; dan

b. kewilayahan.

f’-_!_--'dengan mstans% %erkalt secara tarpadu, balk dl ‘E:mgkat pusat maupun tmgkat-' R



b """'Pelwt /tabes, daﬂ
: :' e ..“__:poiyes/;,a/?oh.abfes/i‘iewo

5 dglaksanakan deagan ufutan

a. -dlrektlf

b RGB;

—— re'niat_'; dan

d peﬂe?apa_n_peiaksanaan Iatihan.

Pasal 27
Direktif sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan petunjuk/arahan
Kapoli mengenai penyelenggaraan pelatihan dalam rangka mendukung operasi
kewilayahan kendali pusat, -

Pasal 28

(1) RGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun untuk
memberikan gambaran secara singkat tentang seluruh proses kegiatan
pelatihan yang akan dilaksanakan.

{2)  RGB sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a iatar belakang;

b, fujuan;

c. urgensi; dan

d. sasaran yang ingin dicapai.

(3) RGB .....
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(3} RGB sebagaifﬂana d§rhak$ud. ;:Sada a'm -(1'), di émpm:

a. surat permtah penyelenggara/kepamtgaan,, :
b ._"-struktur ergamsaSI pe!atman, -
': c kebutuhan anggaran dan iaggstak
:*: d r;peta daerah latuhan, dan

e jaring komumkas;

Pas_a% 28

Renlat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢, meliputi:

a. jenis;

b. lama/jangka wakiu;
c. tempat;

d. pelatih;

e. silabus;

f. materi;

¢. crganisasi;

h. peseria;

i anggaran;

kB alins/alongins; dan

k. sarana dan prasarana.

Pasal 30

Penetapan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d
merupakan kewenangan pimpinan Polri masing-masing tingkat kesatuan.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 31
Pengorganisasian pelatihan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b,

disusun berdasarkan struktur organisasi pelatihan vang berlaku dan sesuai dengaﬁ
kebutuhan pelatihan,




W

(2)

ET

;"%gom.p'_

1

Pasal 32

'Struktur organisasi peiat%han sehagalmana d:maksud daiam Pasai 31 terdini
. Zciaﬂ g et e e e b e .
'. 3la."_p §mdung dan penasmat

._{pangawas, :

.d:rektur peiatlhan,

wakii direktur pelatihan;

sekretaris;

bandahara; dan

g. seksi-seksi.

Pejabat pada struktur organisasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

a. pelindung dan penasihat:

1. memberikan arahan, saran dan masukan agar pelaksanaan pelatihan
dapat berjalan lancar, berdava guna, dan berhasil guna (efektif dan
efisien) sesuai dengan tujuan pelatihan; dan

2. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan pelatihan;
b,  pengawas:

1. mengawasi semua unsur pelaksana apakah telah atau belum
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mempedomani
renlat yang telah ditetapkan serta petunjuk dalam pedoman
pelatihan; dan

2. melakukan evaiuasi terhadap seluruh proses penvelenggaraan
pelatihan;

c. direktur pelatihan:

1. bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pelatihan sesuai
dengan reniat;

2. secara langsung memimpin seluruh proses pelaksanaan pelatihan
agar dapat berialan dengan aman dan lancar; dan

3. bertanggung jawab kepada pimpinan yang ditunjuk (tingkat Pusat),
kepada Kapolda {tinglkat wilayah);

d.  wakil direktur pelatihan:

1. membantu ketua pelaksana pelatihan dalam menjalankan tugasnya;
dan

2. mewakili ketua pelaksana apabila berhalangan;
e. sekretaris .....



e "'_S_éi{{efgarl :

S 1' menytapka'n admmasi:rasa pe§aksanaan peﬂatzhan

'membHaL Iaporan' has:i

iaksanaan @"ia‘é:nhan, dan R

s menga}ukan rencana kabutuhan anggaran pelat;han dan

- 2 membuat pertanggung gawaban keazangan yang dsgunakan se ama
: peﬁaksanaan, o ; _ : o :

- {3) .Pe;abat pada stmki:ur orgamsass peiatshan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk berdasarkan surat par:ntah yang d:keiuarkan o%ah kepala kesatuan
penyeienggara paiatshan

%agian :Eieempa&
- Pelaksanaan

Pamgra‘f i
Tah_agan

Pasal 33

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢, dilakukan
melaiui tahapan:

a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan

¢. pengakhiran.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 34

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri dari
kegiatan:

a. rapat awal;
b. rapat lanjutan; dan

c. penyeiesaian administras] pelatihan,

Pasal 35 ...




Pasaﬁ 3§

Rapat awal sebagaimana dzmaksud daiam Pasal 34 huruf a, dzhadm Giﬂh L

RN penyaianggara dan pe;abat i:erkait sesuas dengaﬁ jems pelatihan

)

'Rapat §an3uwn se%:saga:mana dlmaksud da!am Pasa? 34 hﬁmf b dshadm o!eh panstaa :_- G

::_?Penye!esafan' admgmsi:ras& pe!atzhan sebagaﬁmana dlmaksud da&am Pasal 34 hﬁmf
-cmeﬁ:pui:% R S
a pengajuan beﬂ(ﬂs, _ _

s f'pengesahan, dan 4% s =tal

e pemangglian peseﬁ:a

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 36

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri dari kegiatan:

a,
b.

o8

upacara pembukaan, bila diperlukan;
pengarahan umum oleh Direkiur Pelatihan;

pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal yang ada dalam rencana pelatihan
dan desain peiatihan;

melakukan pengawasan dan pengendalian jalannva pelatihan; dan
upacara penutupan, bila diperiukan,

Paspl 37

Pelatihan tingkat pusat dilaksanakan di:

0oTow

e

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan {Lemdikiat) Poli:
Pusat Pendidikan (Pusdik);

sekolah jajaran Lemdildat Polri;

pusat pelatihan jalaran Babinkam Polri;

pusat pelatihan Brimob Polri;

satuan fungs! tingkat Mabes Polri; dan

tempat lain yang ditentukan.




Sekolah Polisi Negara (SPNY;
Polwilftabes;
. :._Ppﬁi'i‘{é}sfta/_?bitabﬁe}s/ﬁetro; dan

Paragraf 4
Pengakhiran

Pasal 3@

Taha;:a pé_ngékhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf ¢ terdiri dari:

a.
b.

c

{1

(@)

(1)

(2)

konsolidasi;

anev pelaksanaan; dan

pembuatan laporan,

Pasal 40

Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf 2 merupakan kegiatan
untuk memeriksa kelengkapan personel dan peralatan vang telah digunakan
dalam pelaksanaan pelatihan.

Anev pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dalam
bentuk kaji ulang yang merupakan kegiatan untuk menifal dan mengoreksi
pelaksanaan pelatihan.

Pasal 41

Pembuatan laporan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf o dilakukan
dalam bentuk pelaporan kegiatan dan pertanggungiawaban keuangan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibuat cleh pelaksana kegiatan
pelatihan.



| Bagnkelima
_ Pengendalian .

1) :“_':i_:Pengandahan pelatihan seba@aumana  dimaksud daiam Pasal 23 huruf 4,
.-_';iusaksanakan muian tahap perancanaan sampas dengaﬁ pengakh:ran peiaksanaan .
._..:_mela!w T A S A S ¥ : : :

el pengawasan, dan R
SRR vaiuass '

e (2} '-';'Pengenc%aian peﬂatahan sebagaamana dlmaksud Dac%a ayat (i) dllak_anakan GE h
R pengawas sebaga;mana struktur Grgamcas; pe%atzhan A

msaa 43

o (3;)_ . ‘Pengawasan sebagaimana dimaksud dal am Pasal 42 ayat {1} huruf a dilaksanakan
. dengan kegiatan ' _ _

a pengeoekan terhadap ‘perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran
E pelatihan berkaitan dengan komponen peiatéhan,: dan . . '

b.  mengarahkan bila terjadi penyimpangan dalam kegiatan pelatihan, agar
' pelaksanaan pelatihan tetap pada perencanaan yang tefah ditentukan.

(2} Eveluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilaksanakan
dengan kegiatan:

&, membuat laporan perkembangan pelaksanaan pelatihan: dan

b. membuat laporan akhir pelaksanaan palatihan.
BAB IV
KOMPOMNEN PELATIHAN

Bagian ¥esatu
Jenis Komponen

Pasal 44

Dalam setiap pelaksanaan pelatihan harus berpedoman kepada komponen pelatihan
vang terdiri dari;

a, neseria!
B, pelatin;

€. Kurikubam e,




el wurkukem;

Pe&éem

%saﬁ @5

- Peserta peﬁatshan sebagazmana dimaksud da§am Pasa? 44 humf a, hams memenuhl
o -persyaratan yang ditentukan, memahaml hak s:ian kewajaban serta memai:uhi tata %artib
_yang telah dztetapkan . _ _ . i 4

Pasa! % :

: Pezsyaratan p&seri:a peiatahan sebagasmana dsma&eud da!am Pasal 45 me!&puh
'anggo%:a Po%n, PNS dan pegawallkaryawan ;nstansn lam '

sehat Jasmam dan rsham yang dmyatakan deﬂgan surat kefees'angan kesehatan;
beﬂcepnbad:an balk yang dmyatakan a!e%a pimpsnan/kepa a kﬁsatuan,

memnhkn iatar be!akang penugasan yang sesual dengan pelatihan yang akan diikuti;
batas usia sesuai dengan ketertuan yang dibetapkan menurut jenis pelatihan;
paﬂgkat sesuai dengan ketentuan yang dltei:apkan menumt jenis pelaiihan;
ditunjuk atau dlrekomendasukan oleh kepala satuan masing-masing; dan

Khusus p@eﬁ:a Pciwan/PNS wanita pada ?ce%n dan instanst ain, tidak dalam keadaan
hamil.

Fa e oop oo

Penentuan calon peserta pelatinan dilakukan dengan cara mengirimkan pemberitahuan
ke satuan, satwil, dan instansi lain, selanjutnya bagi calon peserta vang memenuhi
persyaratan dipanggil untulk mengikuti pelatihan.

Pasal 48
Seliap pesaria palstihan barhak uniule
a. memparoleh pelatihan yang bermuty;
b. memperoieh sarana dan prasarana pelatthan, menggunakan materi latihan, dan

alin alongins sesual dengan kebutuhan latthan;
c menggunakan fasilitas/peralatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan latihan;

d. memperoleh .....




Apabila peserta pelatihan tidak dapat mengikuti kegiatan selama 5% secars berturui-
turut dan 12% secara terputus-putus dari jumiah pelajaran dengan alasan apapun,
dinyatakan Udak lulus dan dikembalikan ke kesatuan, dengan rekomendasi dapat

EEEET: IR

mampem!ah akﬁmcsdasa, k@mumsa, éan %ranspo“tass sesuan dengan ketentuan o |

.
e .'dikbatkan penuh seiama peiat:han, :
: f '._f-fmeneﬂma hasal avaluas dan penl!a;én daﬂ @e%&tlh B T
S '.f-f_men_ ﬂmé seri: ﬁkat tanda !u%us pe%ahhan/te ah meng:kuts pelat;han, dan S
h f{_--membeﬂ saran daﬂ kﬂhk seg'i:a pem%anan terhadap pe%atsh =
Kewagtban gmarta p@atahan me&liputl:
.-a. ---_-mengakuta pe%atman sepenﬁhnya, SR W
b. memenuhn persyarataﬂ sebagai peseﬁ:a peiatuhan,
c. menaati peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di tempat pelatihan; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan ke kesatuannya sacara tertulis.

Pasal 50

mengikuti pelatihan yang sama pada periode berikutnva.

Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, vang terlibat dalam
penyelenggaraan pelatihan harus sesuai dengan persyaratan vang sudah ditetapkan dan
memenuhi kualifikasi yang ditentukan serta memahami peranan, hak, dan kewajibannya

Bagian Ketiga
Pelatih

Pasal 51

sebagai pelatih,

Pasnl 52

Penentuan pelatih didasarkan:

a.
b.

DErsyaratan umum,
penuniulan:
kualifikasi;

peranan;



B R

.f,_ kewajhan, dan :- _i [

.'::':Pes'syaratan umum Pe amh sebagaimana dsmaksud' dalam Pasa% 52 huruf a, meilputn
8. "beagiwa Pancassia, o '_ o o | |
b, memmkg keprmad:an dengan ssfat«snfat yang dapat datesadam, o

c 'memiilks latar beiakang pemﬁsdakaﬂ yang memadat daiam arii harus memifiki
seﬁ:zﬁka%: minimal sei:ara de;ngan tempat di mana yang befsangku%:an ditugaskan;

d. memiiakz pengaiaman tugas di iapangan dan atau operasmai
e. mam fliki kemampuan dan kematangan berﬁier bagi dirinya sendiri;
f. mem:hku kemampuan mentranfer iimu pengetahuan keapada peseria pelatthan;
. mem;%sks presiasi yang baik dalam setiap Jjenjang pendidikan yang diikuii;
h. menguasai materi pelatihan vang akan dilatihkan;
i. mendapatkan rekomendasi dari atasan;
i dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokier Polri;
k memiliki kemampuan melakukan penilaian; dan
l. memiliki minat menjadi Pelatih.
Pasal 54

Penunjukan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan dengan
cara:

a. mengirimkan surat atau telegram ke satuan pusat dan wilayah serta instansi lain
untukk mengirimkan nama calon pelatih yang diperiukan sesuai dengan jenis
nelatihan;

b. melakukan penunjukan Pelatih sesuai dengan persyaratan vang telah ditetapkan;

c. memanggil calon Pelatih yang memenuhi syarat sebagai pelatih.

Pasal 55 .....




NON
& Kuaifiesi pelath Pol:

Perwira Pelatm Utama (ﬁangkat AKBP pemid;kan Saspam @ HI D_: |
”':_--jiv atau. sarjana), _ _ o

20,

asalss

Kua%sﬁkasa Peiatnh sehagaimana dlmaksud da%am Pasa% 52 huruf c, me%npui’;

-'-Perwwa Pe!atah Madya (pangkai: Kompai pend dakan Seiams/PTzK -

D III, E 1\! atau sarjana), _
Perw:ra Pe!atzh Muda I (paﬁgkat AKP pendndskan Seiams/?’m( D

o I, D zv atay. sarjana),

Perwara | Peiatih ‘Muda I (pangkat IPTU, pendidikan
Selabrin/PPSS/Akpol D 11, D IV atau sarjana );

Perwira Pelatih Muda III (pangkat IPDA, pendidikan
Selabrip/PPSS/ Akpol D I, D IV atau sarjana);

Bintara Pelatih Utama (pangkat Aipda/Aiptu, pendidikan Brigadir D
i, D Iv_ata_u sarjana);

Bintara Pelatih Madya (pangkat Brigadir Kepala/Brigadir,
pendidikan Brigadir D III, D IV atau sarjana); dan

Bintara Pelatih Muda I {pangkat Brigadir Satu/Dua, pendidikan
Brigadir D III, D 1V atay sariana);

b. kualifikasi Pelatih PNS:

1.

Pelatih Utama (golongan 1V, pendidikan Diklat Pimpinan
Tk.IV/Spama DIII, D IV atau Sarjana, Dik Akia/sertifikast dan Dik/Lat
sesual yang ditatihkan);

Pelatih Madye (golongan III, pendidikan Diklat Pimpinan
Tk.Ili/Adum DIII, D IV atau Sariana dan Dik Akta/sertifikasi seria
Dik/Lat sesuai yang dilatihkan); dan

Pelatih Muda (golongan 11, peﬁdadzkan D I, D 1V atau sarjana
dan sudah mengikuli Dil/Lat sesuai yang dilatihkan).

Pasal 56

Peranan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, sebagai berikut:

a
b
C
d

fasilitator dalam menyaiikan berbagai materi pelatihan;

komunikator untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta pelatihan;

inovator dalam pengembangan iimu pengetahuan; dan

motivator untuk meningkatkan motivasi peserta pelatihan,

Pasal 57 ...




: ¥ T 9@5@5@? o
s :_:Hak Peiai‘zh sebagalmana dnmaksud dalam Pasai 52 huruf e, sebaga benkut

_f-_mempem e§1 honorarmm,

'mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan pr%tass kena,

'.mendapatkaﬁ gembmaa'n kaner sesua; denga jengéhgnya, dan

d.o 2 pra&arana, daﬂ 'fasmtas Qe!at:han untuk 'menunjang o
ke!am:aran pelaksanaan tugas B S _ oo

?asaﬁ 58

| '_'.Kewajiban Pe%ahh sebagaimana dlmaksud da&am Pasal 52 huruff sebagai benkut

a. -membuat sﬂabus, £ e _
b, --meﬂyiapkan maten. peiatihan dan kelengkapannya,
G -3menguasas bsdang pengetahuan dan keteramp;!an yang disjarkannya;
d - _: melaksanakan proses pembeiagaran,
e. meng_ada_kan eva!uasa/pamiafan,
.f. mene?‘_im_a kritik dan saran dari peserta pelatihan; dan

d. ée_iaiu berusaha meningkatkan kualitas pelatihan,

Pasal 59
Proses penyediaan pelatih sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, terdiri
dari:
a. pelatih organik; dan

b. pelatih non organik.
Pasal 60

(1) Pelatih organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan
pegawal negeri pada Polri yang secara struktural bertugas di lembaga
pendidikan dan pelatihan Polii.

Pasal 59 huruf b mewpakm

{2) Pelatih non organik sebageaimana dimaksud dalam
i baik dar dalam maupun luar

d
pegawai negeri pada Polri atau di luar Polr
negeti,




.:.:‘.b;.::.{:....EgambaraﬂQ pegaﬁhan daﬂ L

 Bagian Keempat
' “Kurékumm” )

Fas;;aa %:% _

o ._'Kunkuium sebagasmana dimaksucﬁ daiam Pasal 44 humf c, berfungsu sebagan: o
| _._-frambu-rambu dalam g:frss&s peiai:shan, S o

[ _a_!at pe_ngandah éarz penﬁa;an.__
. Pasal 62

. -.{1) .Pﬂnsap-pmsap kunkuium me%zputa

a.  berbasis kompetensi;

b menyamakan persepsi;

C mengguhakan materi yang prakiis; dan
d melakukan penilaian sesuail kompetensi.

(2) Format dan contoh kurikulum pelatthan tercantum dalam lampiran vang tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kelima
Hanjar/Latih

Pasal 63

Hanjar/latih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, digolongkan dalam 3
macam yaitu

a. naskah gadik/instrukiur;
b. naskah sekolah sementara; dan

e, naskah sekolsh.
Pasal &4

Prinsip-prinsip dalam pemilihan Hanjarflath meliputi:
a. relevansi, yaity materi yang diajarkan ada keterkaitan;
b, konsistensi, vaitu keajegan {tidak berubah); dan

C. kecukupan, yaitu materi vang diajarkan cukup memadai.



a. .3 s;shmatus,, ya;tu bemrutan, tgdak ‘&umpang i:;ndih dan beﬁahap/ber]en]ang,

b _:.'_reievan, yaitu sesuas kebutuhan pesesta dan kompe‘tenss, daﬁ '_ L :

o efs:en yartu menggunakan format yang mudah kailmat sederhana/mudah -
odicerna,

Pasal 66

. .(.1.) .L.Jr.ut-urutan format Hanjarfiatih sebagai berikut:

g

® o n

h

a.
h

b

sambutan Kalemdiklat Poiri;
Keputusan Kalemdiklat Polii;
daftar ish;

judul mats pelajaran;
pengantar;

standar kompetensi;
kompetensi dasar;

indikator hasil belajar; dan

uraian materi.

(2}  Format dan contch Henjar/latih tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan
dengan peraturan inl.

Bagian Keenam
Sarans Frasarana

Pasal 67

Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri dar:
a. lapangan;

b. ruangan; dan

L

alinsfalongins,
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 Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdi dari;

b penganterwp.

o Pasa!ﬁg S
| Ruangan s_ebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b méﬁput% FusEng:
& pembeéajaran_;
b, kepanitiaan; dan
. barak dan fasilitasnya,

Pasal 70

Ruang pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri dari:
a. kelas besar;

b. kelas sedang;

c. kelas kedil; dan

d kelas simulasi.

Pas=l 75

Ruang Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terdiri dari:
a, ruang sekretarist dan
b. ruang kendali latihan.

Paszal 72

Ruang barak dan fasifitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf ¢, terdiri dari:
a. barak peserta;

b. barak panita/pendukung; dan

c. flatf dormitory.

Papal 73

Apabila sarana dan prasarana vang digunakan dalam pelaksanaan pelathan tidak tersedia di
Lembaga Polri, dapat digunakan sarana dan prasarana di luar Polri untuk mendukuing kegiatan
pelatihan yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelatinan,




B

. ‘Pasai7a

 Sarana prassrana pendiukung sebagaimana dimaksud delam Pasal 73, antzra lain:

S A penumam;

. Ca peaabijhan; .. : 5 T

d
f.

o

p—
11

‘medan latihan (sungai, hutan, guning, udars, danlaut)y;,

.:iz'a‘_am_:i_:a? udéfa;.

kolam re'nang; B
hotel/gedung bertingkat;

gedung 'perkanteran;

pusat keramaian/pasar/pertckoan;
pusat hiburan;

sekolah;

tempat ibadah; dan
pabrik/industri,

Pazal 78

Jenis Alins/Alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf ¢ bersifat;

2.

b.

1

@)

umum,; dan

khtsus.
Pazal 76

Alinsfalongins bersifat umum sebagaimara dimaksud dalam Pasal 75 huruf a
merupakan alins/alongins yang harus ada di setiap tempat penvelenggaraan pelatinan
akan tetapi tidak ada hubungannya dengan karakierisik ienis pelatihan,

Alinsfalongins bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. perangkat OHP dan layar digunakan untuk kebutuhan minimal kelasfruang
besar, sedang, dan kedl, masing-masing 1 {satu) unit dengan spesifikasi bisa
menamplikan naskah kerias atau plastik slidk tzhan panas, mudah dibawa dan
dipindahkan;

b, LCD Projfecior dan layar kebutuhan minimal kelasfruang besar, sedang, dan
kecll masing-masing 1 (satu) unit




o

@
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o iaptopfkﬁmputer dan pﬁ’%ﬁt&?‘
ey 'DVB/W bemama mmsma! 24 ma‘: dan DVB pb}@f; o
- -:_.--papan s (thmbmn:?biadm;@, o
' :':-:';'ﬁpd?affdan kertas; dan
' __sgzidcé warma daﬂ penghapus

.Aimsjaoﬁglns bemfat khusus se&gasmana dzmaksud daiam Pasai 75 hunef b

mempakan alins/alongins vang harus ada’ pada tempat panye%enggaraan pelatihan
tertentu yang diperiukan sesuai dengan karaktaristik jenis pelatihan,

Alins/alongins bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 78

Anggaran Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf §, merupakan sejumiah
uang atau pagu yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan pelatihan yang harus dan
dapat dipertangungjawabkan penggunaannya.

Pasal 79

Anggaran digunakan untuk mendukung seluruh pembiayaan yang diperiukan dalam
penvelenggaraan pelatihan,

Pasal 80

Sumber anggaran pelatihan Polri aniara lain:

=N

berasal dari Anggaren Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) vang dituangikan
dalam Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA);

berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapaten Dasrah Anggaran {APBD) vaitu
pantuan dari pemerintah daerah;

berasal dari kerja sama, vaitu adanya suatu kesepakatan antar instansi, lembaga,
departemen baik dalam maupun luar negeri dan Polri;

berasal dari bantuan mumi, yaity adanya bantuan yvang berasal baik dari donatur
dalam maupun luar negeri vang seluruh blaya pelaksanaan latihan ditanggung cleh
donatur;

. aNGgaran ......



(1)

@

&

(2)

o j__fanggaran kenﬁnjens

;3gnggaran b@i‘syarat yaﬁ‘.u anggaran yarg dza}ukan c}seh Kapaar %{@pada i‘vieﬁteﬁ RS
“© Keuangan uniuk mendukung pelatihan yang-ﬁdak didukung anggaran kepgi;s an,'_'- o
- _-_dﬁnatur maupun mstanss__di iuar Pe!n, dan: o

K -Anggaran konts;ensa se%}agazmana dimaksud da!am Pasai 80 huruf f, hanya dapat
'dipergunakan uni:uk p@aﬁham dalam rangka meﬁghadaps kentijensa _

&AB V _
SERTIFIKAT PELATIHAN
Pasal 82

Peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menvyelesaikan palatihan jenis tertentu
dan bey dasarkan kriteria pemia;an berhak menerima sertifikat.

Penerima sertifikat pelatinan jenis terfentu sebagaimana dimaksud pada avat (1),
merupakan peserta yang mengikuti:

a. pelatihan rutin perorangan dan/atau kesatuan;
b. pelatihan fungsi teknis Kepolisian dan pembinaan; dan

c. pelatihan bersama.
Pasal 83

Pejabat yang berwewenang menandatangani sertifikat terdiri dari pejabat
penyelenggara pelatihan:

a. terpusat;
b, kewilayahan; dan

e, barsama.

Pejabat yang berwewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat penyelenggara pelatihan sesuai
dengan jabatan/kewenangan pada surat perintsh kepanitizan penyelenggaraan
pelatihan,

_ rtu anggara j"_yang b&mda di Kapc%n dan Kasatwsl yang'_' |
o penggunaannya. ﬁntuk-.menghadaps staty keadaan yang sanga’t mend&ak da tsngkat_ T
o keméayahan daﬂ memeriukan ss.iatu tindakan. AT i




Kepaia Satuan Grgamsas tmgkat Mabes Po!n

| -(2);1' : 'Pe;aba%: penye!enggara peiatshan ds kcwﬁayahan sebagaimana d;maksud da§am
B Pasai 83 ayat {1) huruf b ada!ah kepa!a satuan wrlayah penye!enggafa peiatihan _

o .a., _
.
o

d

%(epa!a Kepe!ssean Daerah o

' Kapaia Kepohsaan Wu ayah/’? abes _

Kepala Kepohsnan Resor Metro/’i‘ aba[T a; dan
| Kepa!a Sekolah Polisi Negara Tl

{3} _Pe}aba% yang bamewenang menandatangam sertifikat untuk pelatihan bersama
sebaganmaﬂa dnmaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf ¢, vaitu:

=3

'dl!aksanakan pada institusi Poiri, ditandatangani oleh Kepala Satuan/Unit

Orgamsas; penyelenggara pelatihan; dan

dilaksanakan pada institusi di juar Polri, ditandatangai oleh Kepala Satuan/
Unit Organisasi penyelenggara pelatihan dan Kalemdikiat Polri atau Pejabat
Polri yang menjalin kerja sama peiatihan.

Pasat 85

Tata cara pemberian nomor seriifikat terdiri dari:

a. pemberian nomor sertifikat pelatihan dilaksanakan secara mandiri  oleh
penyelenggara pelatihan.

b. pemberian nomor sertifikat disusun sebagal berikut:

P

2 (dua) digit pertama tahun pelaksanaan pelatihan (2 angka terakhir);
nama fungsl teknis Kepolisian dan fungsi pembinaan;
tempat pelaksanaan pelatihan; dan

4 (empat} digit terakhir nomor urut peserta pelatihan (sesuai dengan
jumiah peserta pelatihan)

Pasal 86 .....



. pelatihan; R R
_bu_!'a{'h :éalh'_tiahué fcéike&z)arkaﬁnya séﬁiﬁ?é_t; dan
: se;bea'rator antara kode, racawiér, bu}én,dan fahun menggunakaﬂ aaris miring {/ ).

- Pembe
L a. -

.
a.

. ..29 .

| Pasmiss

rian nomor register disusun dengan urutan penulisan sebagal berkut:

reg.No.Pol.i;
KodeSER; S
nomor sesuai dengan urutan fegister yang ada pada Satker penyelenggara

Standardisasi pembuatan sertifikat pelathan dan contoh sertifikat  tercantum dalam
lampiran vang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1)

(2)

(1)

(2

{3)

BAB VI
PENGAMANAN PELATIMAN
Pasal 83

Pengamanan pada hakikatnya merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan
tindakan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pelatihan.
Sasaran pengamanan di dalam penyelenggaraan pelatihan Polrt meliputi bidang:
a. parsonel;

b materiil;

c. kegiatan; dan

d informasi.

Pasal B89

Pengamanan pelatihan di bidang personel sehagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2) huruf a ditujukan pada mental fisik, kedudukan, dan martabat dari
penyaienggara dan peseria pelatihan.

Pengamanan pelatihan di bidang materill sebageimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (2) huruf b ditujukan pada sarana dan prasarana, termpat dan/atau bangunan
yang digunakan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannva pelatihan,

Pengamanan pelatihan di bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (2} huruf ¢ ditujukan kepada kegiatan, pekerjaan, penyelenagaraan
peiatihan, sehingga dapat berjalan sesual dengan rencana.

{(4) Pengamanan ......



@

(&

(1)

(2)

(1)

(2)

T
B

&

o
- yang ditunjuk berdasas‘kan surat perintah penanggung. ]awab pelaksana pelatihan
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-P@rgamanan peia‘cahaﬁ ﬁ# bsdang anfarmasu sehagaamana dzmaksud da am, Pasai 88

- ayat (2) huruf d ditujukan, pada bahan keterangan, anformasa, dokumen pelatihan
Polri dalam ‘meniaga. k@rahaseaan g:senye?enggaraaa pe%atahan agar kegiatan dapat_ -
__:'benaian sesua; remana - e SR

Pagaﬁ 9@

Pelai»saﬂa peﬂgamanan pe%a%:shan Poén céan/atau PNS Poin terdm darz perscmei

atau pelabat yang datunjuk olah penanggung ;awab peiaksana peiatihan.

-Wak%:u pengamanan peiatihan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
-mulaj ‘tahap perssapan, pelaksanaan sampas dengan pengakhiran peitatihan,

BAB YII
PENGAWASAN, PENGEMNDALIAN, DAN EVALUAST
Pasal 61

Pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap pelatihan dilaksanakan:
&, tingkat pusat oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri; dan

b.  tingkat wilayah oleh inspekiorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polri.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara antara lain:

a. menetima laporan mulai dari tzhap perencanaan sampai dengan tahap
akhir kegiatan pelatihan yang tertuang dalam DIPA/RKA-KL: dan

b, turun langsung memeriksa kegiatan pelatihan.

Pasal 92

Pengendalian terhadap arah kebijakan pelatihan Polri dilaksanakan cleh Dewan
Pendidikan dan Pelatihan Polr] (Wandiklat Polri),

Pengendalian pelaksanaan pelatihan di tingkat pusat dilaksanakan oleh De SDM
Kapolri, Deops Kapolri, Kalemdikiat Polri, dan pembina fungsi,

Pengendalian peleksanaan pelatihan Hingket kewilayahan secara struldural cleh

Karopers, Karoops, dan pembina fungsi tingkat Poida,

Pelaksana pengendalian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3}, wajib membuat laporan.
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@a&a% @3

L (i} ._Evaluas keg atan pelatihan secara kesa%uruhan vang di aksanakan eieh tmgkat
B .pusat maupun tmgkat wslayah terdsn Eian evaiuas: R SR

. manajemen pelatahan, D T I L T

:f:'_"-__'mekan;sme gaiannya pe&étehan, e

-""".'kempetenss has;% pe!atahaﬂ, o T

kempcnen pela‘t han;

hambatan-hambatan vang diaiami seiama peiatshan, dan

SR

' _'saran tandak !anjut uniuk g:ae!at;han yang akan datany.

{2) Personel yang melakukan kegiatan evaluasi %:erdm dari:

a. tingkat Mabes Polri, dilaksanakan oleh Deops Kapolri, pembina fungsi
dan instansi lain, blia diperlukan; dan

b. tingkat Kewilayahan dilaksanakan oleh Karcops, pembina fungsi dan
mstansn fain, bila diperlukan.

(3} Aiat/bahan vang digunakan uniuk melakukan evaluasi terdiri dari:
a. cheklist {pre fest clan post tesh;
b. sosiometrl; dan

. pengamatan.
BAB VIII
@EMBE&%&&?@
Pasal 94

Pemblayaan pelatihan Polri terdiri dari:
a. biaya pelatihan yang disalurkan; dan
b. blava pelatihan yang dipusatkan.

Pesal 88

(1) Biaya pelathan vang disalurken sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a8,
meripakan sejumiah kebutuhan biaya pelatihan vang anggaran vz teloh disedialan
dan dikelola oleh salah satu satuan kerja penvelenggara latikan,

(2}  Blaya pelatihan yang dipusatkan schagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b
merupakan sejumiah kebutuhan biaya pelatihan terpusat yang anggarannya dikelola di
tingkat pusat.



B ) I '_&aya m@aﬁﬁan sahagasmana damaksuﬁ ﬁada aﬁ;at {1) cﬁaﬁ aya%: (2}, mﬁ%
| B ,_.hmamnum, Pe!anh dan kewm’czaan, o '

-_'j:}'__;ca‘i:ak mateﬂ peéatzhan unt;.s%c @esefta S R
_"_’akgmodas; pelatinan; - ERE

o @'ansmftasn {biaya pezgaianan pu&ang dan pergi pmerta peia’ah, pamha a‘hhan),

_ dukungan pa'aktek !apangan, dan

o omopop e

‘penyusunan silabus dan bahan %aﬁhén.
BABIX
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 96
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Tid.
JENDERAL POLIST
Diundangkan di Jakaria
pads tanggal 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
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